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BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PENYESUAIAN BESARAN GA」 I POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :    a.

BUPATI MAGETAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil
guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah

telah mengubah besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil

dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2A73 tentang Perrrbahan Kelima Belas Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun lgTT tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyesuaian gaji

Pegawai Negeri Sipil sehubungan dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2Ol3 tentang
Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan pemerintah

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu

menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang
Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan propinsi

Jawa Timur (Berita Negara Reputrlik Indonesia Tahun 1950

Nomor 4ll sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
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Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang

pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 195O Tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Joglakarta
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

273O1;'

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3O41) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-

Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 389O);

3. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l.embaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2OOS

Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Rebublik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Iembaran
Negara Rebublik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400 );
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7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara

Rebublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 20O8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2O08

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan [rmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun lgZZ tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipii (t"embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3099)

sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tah,tn 2O13 tentang
Perubahan Kelima Belas Atas Peratuan Pemerintah Nomor 7

Ta}lur 7977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

2al;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 I Tahun 201 I
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O11 Nomor 31O)
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12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2O11

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O08 Nomor

8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN BESARAN GttI

POKOK  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL  DI  LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Menyesuaikan besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Penyesuaian besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sebagai

berikut :

a. pembayaran gaji pokok dengan besaran sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2Ol3 tentang

Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 1977 tentarlg Peraturan Gaji Pegawai Negeri

Sipil terhitung mulai tanggal I Januari 2OIS dan

dilaksanakan mulai bulan Juni 2O13; dan

b. kekurangan pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
untuk bulan Januari, Pebruari, Maret, April dan Mei 2O13

dibayarkan setelah pembayaran gaji bulan Juni 2O13.

Menetapkan
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Pasal 3

Pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut
dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orErng mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 15 Mei 2013

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 15 Mei 2013

SEKRD「ARIS

.TI MAGSTAN,

MANTRI

BERITA DAERAH MBUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR  23


